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INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar Studi Kasus Tanah HGU atas nama PT.ALFA GLORY. Ada dua
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mekanisme penertiban
tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Kuantan
Singingi.

Metode Penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan
pendekatan studi kasus. Hak Guna Usaha merupakan salah satu hak yang telah
diatur dalam UU No.5/ 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria. Pemilikan
Tanah dalam jumlah yang besar harus diikuti dengan pemanfaatan yang optimal.
Apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan, maka perlu dilakukan
penertiban yang diatur dalam Regulasi Peraturan Pemerintah No. 11 / 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Hak Guna Usaha PT.Alfa Glory termasuk dalam penunjukan Lokasi
Tanah Terindikasi Terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban
tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk Panitia
C yang berwenang melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi
terlantar. Mekanisme penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-
tahapan yaitu inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian
tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah
terlantar.

Tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui
reforma agraria, program strategis negara dan cadangan umum negara
disesuaikan.

Kata Kunci : HakGuna Usaha, Penertiban, Pendayagunaan Tanah Terlantar.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah tidak langsung memberikan kemakmuran, tetapi pembangunan
(development) yang dilakukan di atas tanah tersebut-lah yang langsung
memberikan kemakmuran.! Keberadaan tanah terlantar selama ini telah
menjadi persoalan tersendiri yang cukup pelik dalam realitas konflik agraria
di lapangan. Tanah yang seharusnya dapat mendatangkan kemakmuran
diatasnya tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga menimbulkan konflik
kebutuhan atas tanah. Hal ini menimbulkan sengketa tanah yang sering
muncul diatas penguasaan Tanah khususnya yang luasan besar seperti Hak
Guna Usaha.

Penelantaran tanah oleh pihak tertentu bisa mengandung motif
spekulasi, untuk mendapatkan keuntungan mudah atas selisih jual beli tanah.
Banyak pula kasus dimana rakyat mencoba masuk dan menggarap tanah-
tanah yang secara fisik terlantar karena terdesak kebutuhan hidup. Namun
secara legal formal rakyat dianggap salah karena menggarap tanah yang
secara hukum masih menjadi hak pihak lain.

Tanah adalah sumber penghidupan.’ Siapa yang menguasai tanah
maka ia yang menguasai makanan. Siapa yang menguasai makanan maka ia

akan memiliki kekuasaan (politik). Oleh karena itu Indonesia sebagai negara

'Sarjita, S.H., M.Hum, Makalah Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar, makalah disampaikan pada diskusi implementasi PP no.11 dan No. 13 / 2010 di
Kabupaten Sleman

*Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria, Stpn Press, Jogjakarta, 2009



agraris memandang penting mengenai pengaturan penguasaan tanah pada
umumnya Hak Menguasai Negara dan khususnya Hak kepemilikan yang
diatur oleh Negara. Hal ini konsisten dengan UUD 1945, tanah dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan
kemakmuran rakyat, yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Frasa dikuasai oleh Negara bukanlah berarti dimiliki oleh Negara,
akan tetapi Negara mempunyai wewenang melakukan pengaturan berkenaan
dengan masalah pertanahan, mulai dari pengaturan mengenai hak-hak atas
tanah yang dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan
pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan
hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut.®
Permaslahan yang muncul bahwa pada tahap implementasinya, kewenangan
Negara dalam pengaturan hubungan hukum antara objek dan subjek hak
tersebut cenderung melupakan tujuan dari pengelolaannya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan peranan negara dalam
mengelola dan mengatur tanah tersebut, yaitu bahwa kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.* Mengingat pentingnya tanah tersebut, maka
harus ada suatu lembaga yang memiliki otoritas seperti negara (state) untuk

mengelola dan mengatur tanah. Badan Pertanahan Nasional merupakan

3 AP. Parlindungan, Komentar Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung,
1998, Hal 25

*Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 218



Lembaga yang telah ditunjuk dalam hal pengelolaan dari Hak Menguasai
Negara khususnya pada pemberian hak yang berasal dari Tanah Negara.

Berdasarkan Hak Menguasai dari Negara seperti ditegaskan dalam
Pasal 2 Undang-Undang No.5 /1960 (tentang peraturan pokok-pokok agraria
selanjutnya disebut UUPA), menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang
selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau
badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah. Dari Hak-hak yang
telah diberikan tersebut, si pemilik mempunyai kewajiban untuk
memanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya serta menjaga kesuburannya.

Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan
untuk berbagai keperluan sebagaimana penjelasannya, tidak selalu diikuti
dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan
tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan
tanah, baik karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah
tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk
melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah atau karena hal-hal
lainnya.’Semua tanah yang telah diatur hubungan hukumnya antara obyek
hak dan subyek hak harus bermanfaat bagi si pemilik maupun lingkungan
sekitar.

Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah

sesuai dengan peruntukkannya, tanah yang bersangkutan dapat dianggap

Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan 1 ,
Kompas, Jakarta, 2001, hal 50.



sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.® Tendensi luas tanah
terlantar dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara pemilikan tanah
pertanian petani kian menyusut. Mengingat hal tersebut, maka tepatlah kalau
dikatakan bahwa penelantaran tanah merupakan perbuatan yang tidak
manusiawi sementara masih banyak rakyat miskin yang tidak mempunyai
tanah. Meluasnya tanah terlantar ini merupakan fenomena yang bertolak
belakang dengan terus menyempitnya luas pemilikan dan penguasaan tanah di
tangan rakyat, khususnya tanah pertanian kaum tani.

UUPA dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa “ Semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”, Pasal 10 mewajibkan para pemegang hak atas
tanah mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif, Pasal 15
mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara, menambabh,
dan menjaga kelestarian tanahnya. Hal ini juga diikuti dengan ketentuan
sanksi yaitu pada Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, dan Pasal 40
huruf e yang menentukan bahwa semua hak atas tanah tersebut akan hapus
dan jatuh ke tangan negara apabila tanah tersebut ditelantarkan. Tertib
penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna tanah secara optimal’. Pemilik Tanah tidak hanya sekedar
memegang surat sebagai bukti kepemilikan, tapi turut serta mengupayakan
tanahnya agar berdayaguna yang maksimal.

Sejak PP No. 36/1998 tentang Tanah Terlantar diberlakukan tak

satupun bidang tanah yang secara formal dinyatakan terlantar. Dampaknya,

® Ibid, hal 52.
" Soetomo, Politik Dan Administrasi Agraria, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hal. 73



jutaan hektar tanah yang secara fisik terlantar, tetapi secara hukum tak dapat
dinyatakan terlantar.® Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 36 /
1998 vyaitu berkaitan dengan ketidakjelasan kriteria dari Tanah Terlantar.
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11/ Tahun 2010 merupakan sesuatu yang
ditunggu mengingat regulasi mengenai tanah terlantar yang lama (Peraturan
Pemerintah No. 36/ Tahun 1998 tentang Tanah Terlantar) dianggap mandul
dalam konsep maupun dalam praktiknya dilapangan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Peraturan Kepala BPN
RI No. 4 tahun 2010 tentang Tatacara Penertiban Tanah Terlantar, diharapkan
tidak ada lagi kendala yang dihadapi dalam melakukan penertibannya.
Pejabat pemerintah yang berwenang mengatur tanah terlantar (dan objek
reforma agrarian lainnya) harus amanah. Sehingga Tanah untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat bisa dicapai, tidak hanya menjadi slogan semata.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Pasal 2 disebutkan
bahwa Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya
kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran

bagi seluruh rakyat Indonesia.

8Usep Setiawan, Kembali ke Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2010., hal.428.



Peniadaan hak bagi masyarakat sebagai makhluk individu sekaligus
makhluk sosial merupakan suatu kedzaliman.® Undang Undang Nomor 5
Tahun 1960 atau sering disebut dengan UUPA, pada Pasal 6 menyatakan
bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Rumusan Pasal
tersebut mendapat penjelasan dalam Penjelasan Umum, Angka Romawi 1l
Angka 4 UUPA, mengenai tidak dibenarkannya tindakan si pemilik tanah
akan dipergunakan atau tidak dipergunakan tanahnya semata-mata untuk
kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan
sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi baik kesejahteraan dan
kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat
dan Negara.

Dengan demikian menjadi jelas kaitan antara pentingnya menertibkan
dan mendayagunakan tanah terlantar ini dengan keperluan menutup defisit
kebutuhan lahan bagi rakyat, khususnya kaum tani. Kepastian adanya
perbaikan dalam prosedur dan mekanisme penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar sangat diperlukan untuk memastikan keberadaan tanah-tanah
terlantar itu sebagai salah satu potensi objek reforma agraria.

Sesuai dengan TAP MPR No.IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, permasalahan tanah terlantar
yang berkaitan dengan upaya penertibannya oleh pemerintah merupakan hal

yang penting untuk dikaji, karena hal itu merupakan perwujudan salah satu

% Sudjito, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, Majalah llmiah Widya Bhumi Tahun 2007: 2



upaya pembaharuan di bidang agraria. Dengan demikian penertiban tanah
terlantar merupakan persoalan yang baru berkembang sehingga belum banyak
penelitian yang mengkaji secara komprehensif persoalan tanah terlantar.

Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Propinsi Riau
tepatnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kasus, dimana
Perusahaan tidak memanfaatkan lahannya sesuai dengan hak yang telah
diberikan yaitu berupa Hak Guna Usaha. Definisi Tanah Terlantar adalah
Tanah yang ditelantarkan Hak-nya atau tidak sesuainya penggunaan dengan
Hak yang telah diberikan.

Hak Guna Usaha merupakan salah satu Hak Penguasaan Atas Tanah
dalam skala yang besar. Karena dimohon dalam jumlah luas tentu saja
mengeluarkan biaya yang besar juga dalam melakukan permohonan atau
mendapatkan Hak Guna Usaha. Maka wajar apabila suatu Hak Guna Usaha
termasuk dalam Tanah Terindikasi Terlantar si Pemegang Hak melakukan
upaya mempertahankan haknya tersebut.

Provinsi Riau merupakan salah satunya di Indonesia yang memiliki
Hak Guina Usaha dalam jumlah yang besar. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Provinsi Riau diharapkan memberikan
sumbangsihnya dalam melakukan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar
ataupun lventarisasi Tanah yang Terindikasi Terintar. Pada Tahap awal
(Tahun 2010) kegiatan Penunjukan Lokasi Tanah Terlantar, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau mengirimkan data sebanyak 5

Lokasi yang Terindikasi Terlantar.



Kemudian Tahun berikutnya (2011) Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau melakukan Penunjukan 26 Lokasi Tanah
Terindikasi Terlantar setelah mendapat teguran karena dianggap tidak serius
dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.
Penyebaran Lokasi Tanah Terindikasi Terlantar merata di beberapa
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu
penyumbang Lokasi terbanyak yaitu sejumlah 5 Lokasi. Dari semua Lokasi
yang ditunjuk sampai dengan saat ini baru Hak Guna Usaha An. PT. Alfa
Glory yang berada di Kabupaten Kuanan Singingi berhasil ditetapkan
menjadi Tanah Terlantar yang sekarang menjadi Tanah Negara bekas Tanah
Terlntar.

PT. Alfa Glory memiliki Hak Guna Usaha No : 03/2001 tertanggal 9-
07-2001 dengan dasar SK.Ka.BPN No.61/HGU/BPN/2000 tanggal 12-12-
2000 yang luasnya 726.252 Ha. Akan tetapi pada pelaksanaannya di
lapangan, tanah tersebut tidak sesuai pemanfaatannya dengan Hak yang telah
diberikan. Atas dasar fakta di lapangan maka dibentuklah Panitia C yaitu
Panitia yang bertugas melakukan identifikasi Penertiban Tanah Terindikasi
terlantar.

Pada kasus ini, seluruh wilayah atau luasan yang dimiliki PT. Alfa
Glory telah diupayakan atau dimanfaatkan masyarakat setempat. Dengan
demikian, tanah yang terindikasi terlantar mencakup 726.252 Ha atau seluruh
Luasan Tanah yang telah dilekati Hak Guna Usaha. Setelah melakukan

tahapan-tahapan mengenai Penetapan Tanah Terlantar dari tanah terindikasi



terlantar tersebut, barulah pada Tahun 2012 keluar Surat Keputusan Tanah
Terlantar No.10/PTT-HGU/BPN RI1/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang
Penetapan Tanah Terlantar HGU No.03 An. PT. Alfa Glory.

Beberapa kasus mengenai proses Penertiban Tanah Terlantar tidak
berjalan dengan mulus karena untuk melepaskannya menjadi Tanah Negara
tanpa kompensasi tidaklah mudah. Suatu Hak Guna Usaha didapat melalui
beberapa tahapan seperti lokasi yang tentunya menggunakan biaya yang
tidak sedikit. Oleh karena itu ketika terjadinya Penertiban Tanah terlantar,
wajar saja melalui perlawanan dari pihak pemegang Hak. Tetapi pada kasus
HGU ini yang biasanya pada tahap Penertiban ada upaya untuk
mempertahankan Hak, PT. Alfa Glory tidak melakukan perlawanan yang
berarti.

Dari fakta tersebut, maka keluarnya Surat Keputusan Tanah Terlantar
ini merupakan yang pertama di Indonesia khususnya pada Provinsi Riau di
Tahun 2012. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada
permasalahan ini. Pada beberapa Daerah yang menangani masalah Tanah
Terlantar sering mengalami kendala pada tahap Indentifikasi Tanah
Terindikasi Terlantar, bahkan ketika telah ditetapkan menjadi Tanah Terlantar
ada upaya hukum yang dilakukan para pihak pemegang hak.

Merupakan kajian menarik mengenai proses menetapkan Tanah
terindikasi sampai menjadi Tanah Terlantar, dan upaya yang akan dilakukan
Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka

mendayagunakan tanah terlantar. Karena pada kasus ini Tanah Negara Bekas



HGU ini tidak ditemui adanya perlawanan hukum dari pihak PT. Alfa Glory.
Instrumen Hukum mengenai penertiban Tanah Terlantar yang hanya diatur
oleh Peraturan Pemerintah dianggap belum cukup kuat dalam melakukan
Penertiban biasanya tidak berhasil, tetapi kenyataannya telah berhasil
dilakukan Penertiban Tanah Terlantar diatas Tanah HGU PT. Alfa Glory di
Kabupaten Kuantan Singingi. Fenomena tersebut terasa aneh jika
dibandingkan dengan proses penetapan tanah-tanah HGU yang secara faktual
sulit untuk proses penetapannya sebagai tanah terindikasi terlantar bahkan
sebagai tanah terlantar. Memperhatikan keanehan hal tersebut peneliti tertarik
untuk mengkaji mengenai keberhasilan proses penentapan tanah bekas HGU
PT. Alfa Glory tersebut baik sebagai tanah terindikasi terlantar maupun
sebagai tanah terlantar secara mudah.

Tanah-tanah yang telah berhasil dietetapkan sebagai tanah terlantar,
umumnya ditindaklanjuti dengan pengaturan pendayagunaannya. Oleh karena
itu, peneliti juga berkeinginan untuk mengkaji keadaan pendayagunaan tanah
bekas HGU atas nama PT. Alfa Glory yang telah berhasil ditetapkan sebagai
tanah terlantar tersebut.

Dua fenomena di atas akan dikaji oleh peneliti melalui penelitian
untuk kepentingan penulisan skripsi di STPN dengan judul ““ Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus di Tanah Bekas HGU PT.

Alfa Glory DI Kabupaten Kuantan Singingi)”.

10



B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar dewasa ini, biasanya pada tahap pelaksanaan
identifikasi mengenai keberadaan tanah terindikasi terlantar mengalami
banyak kendala. Sehubungan dengan hal itu, peneliti mengajukan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana riwayat tanah HGU PT. Alfa Glory, proses penetapannya

sebagai Tanah Terindikasi Terlantar dan Tanah Terlantar?

2. Bagaimana kondisi Pendayagunaan Tanah Terlantar Bekas HGU PT Alfa

Glory tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Keluarnya Surat Keputusan Tanah terlantar di Kabupaten Kuantan
Singingi pada bulan Januari 2012, menjadikan penelitian ini menarik untuk
diketahui. Hal berikut yang menjadi perhatian bagi saya calon peneliti :
1. Untuk mengetahui riwayat perolehan tanah HGU PT Alfa Glory, proses
penetapannya sebagai tanah terindikasi terlantar dan tanah terlantar.
2. Mengetahui kondisi Pendayagunaan Tanah Terlantar Bekas HGU Bekas

PT Alfa Glory dan kendalanya.

11



D. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitin ini diharapkan mampu memberikan
tambahan pengetahuan mengenai riwayat perolehan tanah HGU PT Alfa
Glory, proses penetapannya sebagai tanah terindikasi terlantar dan tanah
terlantar, serta kondisi dan kendala pendayagunaannya untuk menambah
khasanah para peneliti dan akademisi mengenai hal-hal tersebut.

2. Secara praktis hasil penelitian yang meliputi pengetahuan mengenai
riwayat perolehan tanah HGU PT Alfa Glory, proses penetapannya sebagai
tanah terindikasi terlantar dan tanah terlantar, serta kondisi dan kendala
pendayagunaannya dapat digunakan bagi Badan Pertanahan Nasional baik
Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, maupun Kantor Pertanahan sebagai
bahan masukan bagi penyususnan kebijakan pengelolaan tanah-tanah

terlantar lainnya yang serupa.

E. Novelty / Kebaruan Penelitian.

Novelty atau kebaruan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
untuk menunjukkan posisi hasil penelitian ini terhadap hasil-penelitian
terdahulu. Oleh karena itu, untuk maksud ini perlu dilakukan pembandingan
antara hasil penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian relevan terdahulu.

Hasil-hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini dan
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selanjutnya digunakan sebagai pemabanding penelitian ini seperti disajikan
pada Tabel 1.

Hasil penelahaan terhadap Tabel 1 dalam hal tujuan, metode
penelitian, serta hasil penelitiannya, maka dapat dikemukakan beberapa hal
sebagai berikut:

a. Hal-hal yang menunjukkan kemiripan bahkan kesamaan antara

hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (a) Anwar
Sidora dengan judul “Efektivikasi ketentuan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar”, 2004, yaitu Metode yang
digunakan Kualitatif (b) Moh. Syafrijal dengan judul “Evaluasi
pelaksanaan identifikasi dan penelitian tanah terlantar”, 2011, di
Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, metode
Penelitian yang digunakan Kualitatif deengan pendekatan
Deskriptif dan (c) Yuni Karini dengan “Pelaksanaan Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”, 2012, di Provinsi Sulawesi
Tengah, metode yang digunakan Kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dengan menggunakan Regulasi PP No0.11/2010.

b. Hal-hal yang menunjukkan perbedaan secara signifikan antara
hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (a) Bila
dibandingkan dengan Anwar Sidora, penelitian ini bertujuan
mengetahui efektivitas ketentuan penertiban dan Regulasi yang
digunakan Peraturan Pemerintah N0.36/1998 (b) Dibandingkan

dengan Moh. Syafrijal, penelitian ini bertujuan mengevaluasi
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pelaksanaan identifikasi tanah terlantar dan Regulasi yang
digunakan PP No0.11/2010 dalam masa transisi dari PP N0.36/1998
(c) Dibandingkan dengan Yuni Karini, untuk mengetahui upaya-
upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penertiban Tanah
Terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Berdasarkan poin a dan b di atas maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini dapat dikatakan berbeda signifikan dengan hasil
penelitian sebelumnya hal (a) efektivitas ketentuan penertiban
tanah terlantar (b) evaluasi pelaksanaan identifikasi tanah terlantar,
dan (c) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam
Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar.

Sehingga posisi penelitian ini adalah baru terhadap penelitian relevan

yang telah dilakukan terdahulu dan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pengetahuan dan pembangunan, khususnya di bidang pertanahan. Secara

lebih khusus dalam pengeleolaan tanah terlantar.
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Tabel 1. Novelty / Kebaruan Penelitian.

Metode Teknis Analisis
Judul, Tahun, Wilayah, Penelitian dan dan Bahan
Nama Peneliti Tujuan Penelitian Pendekatan Penelitian Hasil Penelitian
1 2 3 4 5
1.Efektivikasi ketentuan | Untuk  mengetahui | Metode Deskriptif/ | Analisis Kualitatif | Pada lokasi penelitian ditemukan domisili
penertiban dan pendayagunaan | Efektivikasi Metode penelitian | dengan data kualitatif | pemegang hak di luar letak tanah dan bidang
tanah terlantar, 2004, Kecamatan | ketentuan penertiban | lapang kegiatan utama sebagai profesi tidak sesuai
Poso Pesisir Kabupaten Poso | dan pendayagunaan dengan keadaan tanah yaitu pertanian.
Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar | tanah terlantar, di Operasional ketentuan penertiban tanah terlantar
Sidora Kecamatan Poso sudah tersedia dan dilaksanakan dalam bentuk
Pesisir  Kabupaten koordinasi yaitu Satgas identifikasi tanah
Poso Provinsi terlantar, dan panitia penilai Kabupaten/Kota dan
Sulawesi Tengah Provinsi serta pendayagunaan dengan
melibatkan peran masyarakat.
2. Evaluasi pelaksanaan | Untuk mengevaluasi | Metode Deskriptif/ | Analisis Kualitatif | Pelaksanaan identifikasi dan penelitian tanah
identifikasi dan penelitian tanah | pelaksanaan Metode penelitian | dengan data kualitatif | terlantar di Desa Senggigi Kecamatan Batu
terlantar, 2011, Kab. Lombok | identifikasi dan | lapang Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa
Barat Provinsi Nusa Tenggara | penelitian tanah Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan
Barat, Moh. Syafrijal terlantar di peraturan yang berlaku, meskipun dalam
Kabupaten Lombok pelaksanaannya terdapat kendala-kendala baik
Barat Provinsi Nusa teknis maupun operasional.
Tenggara Barat
3. Pelaksanaan Penertiban dan Untuk  mengetahui | Metode Deskriptif/ | Analisis Kualitatif | Pelaksanaan identifikasi dan Penelitian Tanah
Pendayagunaan Tanah Terlantar, upaya - upaya yang | Metode penelitian | dengan data kualitatif | Tanah HGU yang termasuk kategori terindikasi
2012, di Provinsi Sulawesi dilakukan dalam | lapang Terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah.
Tengah, Yuni Karini Pelaksanaan
Penertiban Tanah

Terlantar di Provinsi
Sulawesi Tengah
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BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berikut kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan:
1. a. Riwayat Tanah HGU PT. Alfa Glory berasal dari izin lokasi di atas
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

b. Penetapan Tanah HGU PT. Alfa Glory sebagai Tanah Terindikasi
Terlantar telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu proses
inventarisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Kuantan Singingi;

c. Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar PT. Alfa Glory sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dimana aturan
tersebut telah jelas mengatur Kriteria maupun tahapan pelaksanaan
Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar. Kendala yang ditemui yaitu
lamanya proses identifikasi dan penelitian karena kurangnya pegawai
khususnya pada seksi Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan
Masyarakat, serta adanya Perbedaan Persepsi dari Aparatur Negara itu
sehingga lambat dalam melakukan identifikasi.

2. Kondisi terakhir Upaya Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah

Terlantar sampai dengan saat ini terkendala karena terjadinya penguasaan

tanah tersebut oleh masyarakat. Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

kondisinya dikuasai secara fisik seluruhnya oleh masyarakat walaupun
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secara yuridis tealah menjadi Tanah Negara. Kondisi ini menyebabkan
Pendayagunaan Tanah Negara Bebas yang terlantar tersebut menjadi tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Tanah tersebut bisa dilakukan
Pendayagunaan dengan syarat bebas dari sengketa Yuridis dan sengketa

fisik.

B. Saran

Beberapa saran dalam menangani kebijakan Publik khususnya pada

Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar :

1.

Lakukan Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap semua Hak
Guna Usaha ataupun jenis hak lain yang berpotensi ditelantarkan karena
penguasaannya dalam skala besar.

Harus ada kejelasan jangka waktu penetapan Status Tanah Terlantar
dari Surat Peringatan 3 ke Status Tanah Terlantarnya (Status Hukum)
karena belum di aturnya mengenai hal tersebut.

Prioritaskan masyarakat yang berada diatas Tanah Negara bekas Tanah
Terlantar sebagai subyek Penerima Tanah dalam kegiatan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Regulasi mengenai Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
sudah harus dibuat dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan,
dimana ketentuan Pidana bisa diatur didalamnya. Sehingga dapat
mencegah timbulnya kerancuan status hukum yang berakibat maraknya

okupasi sebelum adanya Penetapan Tanah Telantar.
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Kedepannya , perlu diterbitkan suatu peraturan yang mengatur tentang
pemberian HGU yang sudah mempertimbangkan Evaluasi Ekonomi
Sumber Daya Alam di lokasi sekitar HGUsebagai dasar untuk menjerat
para investor nakal yang tujuannya hanya untuk memanfaatka Status
HGU sebagai agunan Bank bahkan sebagian investor yang hanya ingin
mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang ada dalam Loksi HGU

tersebut, mengambil kayu hutan atau sumber daya alam yang lain.
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